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BUPATI PESISIR BARAT
 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 
NOMOR 13 TABUN 2016
 

TENTANG
 

INDIKATOR KlNERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 
KABUPATEN PESISIR BARAT
 

TAHUN 2016-2021
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

BUPATI PESISIR BARAT,
 

Menimbang a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan 
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir 
Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja 
utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan 
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang 
telah ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator KineIja Utama di Lingkungan 
Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator 
KineIja Utama untuk Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati· tentang Indikator Utama 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 
2016-2021. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 



3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4.	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Nomor 5364); 

5.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 



10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

13.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan 
Indikator KineIja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

14.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan 
Indiakator KineIja Utama; 

15.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005­
2025 (Periode Efektif 20 16-2025); 

16.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016­
2021; 

17.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan 
Perangkat Daerah; 

18.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 

19.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi, Dan Tata KeIja 
Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat; 



MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 
UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR 
BARAT TAHUN 2016-2021. 

DAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

a.	 Daerah adaIah Kabupaten Pesisir Barat 

b.	 Pemerintah Daerah adaIah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 

c.	 Bupati adaIah Bupati Pesisir Barat; 

d.	 Peraturan Bupati adaIah Peraturan Bupati Pesisir Barat; 

e.	 Perangkat Daerah adaIah unsur pembantu Bupati Pesisir Barat dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat daIam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

f.	 Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adaIah ukuran 
keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah; 

g.	 IKU Pemerintah Daerah adaIah ukuran keberhasiIan dan suatu tujuan dan 
sasaran strategis Pemerintah Daerah; 

h.	 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adaIah dokumen perencanaan daerah 
Kabupaten Pesisir Barat untuk periode 5 (lima) tahun; 

1.	 Kinerja Perangkat Daerah adaIah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
sasaran ataupun tujuan dan Perangkat Daerah yang mengindikasikan 
tingkat keberhasiIan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
program dan kegiatan yang ditetapkan; dan 

J.	 Sasaran strategis adaIah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 
pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik, terukur daIam kurun 
waktu yang Iebih pendek dan tujuan. 

BABn 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Tujuan penetapan IKU adaIah: 

a.	 Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan daIam 
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 



b.	 Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 
sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan 
kinerja da peningkatan akuntabilitas kinerja, 

Pasal3 

(1)	 Ruang lingkup lKU terdiri dari: 

a.	 IKU Pemerintah Daerah; dan 

b.	 lKU Perangkat Daerah. 

(2) IKU	 Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah; 

(2) IKU	 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan KepaIa Perangkat Daerah dengan format Keputusan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan 
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(3) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

BABIn
 

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KDfERJA UTAMA
 

PasalS 

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk: 

a.	 menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; 

b.	 menyusun Dokumen Penetapan Kinerja; 

c.	 menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan 

d.	 melakukan evaIuasi pencapaian kinerja, 



BABIY 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal6 

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun 2016-2021; 

(2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah 
dan menjadi dasar dalam penyusunan indikator pada Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Tahun 2016-2021; 

(3) IKU	 pada setiap tingkatan Perangkat Daerah meliputi indikator kinerja 
keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.	 IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil 
(outcome); dan 

b.	 IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran 
(output) sesuai dengan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi. 

(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: 

a.	 kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas 
kinerja; 

b.	 kebutuhan data statistik pemerintah; dan 

c.	 kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan 

BABV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal7 

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah darr/atau Unit KeIja 
Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat 
Daerah; 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh 
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. 

BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat. 

2016 

Diundangkan di Krui 

pada tanggal /1 Des.ember- 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA N PESISIR BARAT, 

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 



LAMPIRAN I: 
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR1nAHUN 2016 
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016-2021 

IKDIKATOR KIl'I'ERJA UTAMA PEMERIl'iTAH DAERAH 
KABUPATEl'i PESISIR BARAT 

TAHUl'i 2016-2021 

MISI ll111EWUJUDKAR llrIASYARAKAT PESlSlR BARAT YAl'fG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT, DAR BERAHLAK MULYA 

SASARAl'f Il'iDIKATOR KIl'I'ERJA 
PERAl'fGKAT DAERAH 
PEl'iARGGUl'iG JAWAB 

SUMBERDATA 

I Peningkatan Kualitas 
Kehidupan Beragama pada 
Semua Lanisan Masvarakat 

I Persentase Realisasi Fasilitasi dan 
Pembinaan Keagamaan oleh 
Pemerintah Daerah 

Sekretariat Daerah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

2 Terwujudnya Budaya Tertib 
Hukum 

1 Penurunan Jumlah Tindak Pidana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

2 Jumlah Pelanggaran Peraturan 
Daerah 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Hasil 
Pelaksanaan Keaiatan 

3 PeningkatanDer~atSumber 

Dava Manusia 
1 Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Perangkat Daerah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Keziatan 
4 Peningkatan Demjat 

Pendidikan Masyamkat 
1 Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan dan 

Kebudavaan 
Buku Profil Pendidikan 

2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Dinas Pendidikan dan 
Kebudavaan 

Buku Prom Pendidikan 

3 Angka Buta Huruf Dinas Pendidikan dan 
Kebudavaan 

Buku Prom Pendidikan 

5 Peningkatan Derajat 
Kesehatan Dan Status Gizi 
Masyarakat 

1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir 
IAHH) 

Dinas Kesehatan Buku Profil Kesehatan 

2 Jumlah Kematian Bavi IKasusl Dinas Kesehatan Buku Prom Kesehatan 
3 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 

lKasus) 
Dinas Kesehatan Buku Profil Kesehatan 



6 Terwujudnya Penduduk 
Tumbuh Seimbang 

1 

2 
3 

7 Penurunan Tingkat 
Pengangguran Dan Perluasan 

1 

Kesempatan KeIja 2 

8 Peningkatan Kualitas 
Kehidupan Sosial Budaya 

1 

2 

3 

4 

5 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

Angka Kelahiran Total ITFR} 
Peserta Keluarga Berencana Aktif 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Tingkat Partisipasi Angkatan KeIja 
ITPAKl 
Indeks Pembangunan Gender 

Persentase Penduduk Miskin Lanjut 
Usia Terlantar, Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Balita 
Terlantar, Anak Berhadapan Dengan 
Hukum, Anak Disabilitas, Anak 
Korban Bencana, Yang Memperoleh 
Perlindungan Sosial Yang 
Komorehensif 
Persentase Organisasi Kepemudaan 
Yang Memenuhi Kualifikasi 
Berdasarkan Standar Organisasi 
Kepemudaan 
Persentase Penyelenggaraan 
KejuaraanjPerlombaan Olahraga 
Skala Kabupaten Yang Difasilitasi 
Pemda 
Indeks Desa Membangun 

Dinas Kependudukan dan Buku Profil 
Pencatatan Sinil Kependudukan 
Dinas Kesehatan Buku Profil Kesehatan 
Kantor Pemberdayaan Perempuan Laporan Hasil 
dan Keluarga Berencana Pelaksanaan Kegiatan 
Dinas Sosial, Tenaga KeIja dan Laporan Hasil 
Transmigrasi Pelaksanaan Kegiatan 
Dinas Sosial, Tenaga KeIja dan Laporan Hasil 
Trans si Pelaksanaan Kegiatan 
Kantor Pemberdayaan Perempuan Laporan Hasil 
dan Keluaraa Berencana Pelaksanaan Keaiatan 
Dinas Sosial, Tenaga KeIja dan Laporan Hasil 
Transmigrasi Pelaksanaan Kegiatan 

Dinas Pemuda dan Olahraga Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

Dinas Pemuda dan Olahraga Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Hasil 
dan Pemerintahan Pekon Pelaksanaan Kegiatan 



MIS! 2 MEIII1l'GKATKAlIPRODUKTIVITAS EKOlfOllllllASYARAKAT PEKOIi DAl'f OPTJMALISASI PEllANFAATAl'f KEKAYAAlI LAUT, 
PERTAl'fIAll, KEHOTAl'fAl'f DAl'f PERKEBUlIAl'f UBAGAI BASIS EKOlfOMI KERAKYATAl'f 

1 Mewujudkan Pertumbuhan 1 Pendapatan Perkapita Seluruh Perangkat Daerah Buku Indikator 
Ekonomi Yang 'Nnggi Ekonomi DaerahjBuku 
Berdasarkan Pada Struktur PDRE Kabuooten 
Perekonomian Daerah Yang 2 Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Perangkat Daerah Buku Indikator 
Kokoh Ekonomi DaerahjBuku 

PDRE Kabuooten 
2 Mewujudkan Peningkatan 1 Nilai Tukar Nelayan Dinas Peternakan, Kelautan dan Buku Prom Perikanan 

Ekonomi Daerah berbasis Perikanan 
Pengembangan Pertanian, 2 Nilai Tukar Petani Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Buku Prom Pertanian 
Kehutanan dan Perikanan dan Holtikultura, Badan 

Pelaksana Penyuluhan dan 
Ketahanan Panzan 

3 Mewujudkan Pertumbuhan 1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Buku Indikator 
Ekonomi Masyamkat Sebagai Terhadap Produk Domestik Regional Kecil dan Menengah, Ekonomi Daerahj Buku 
Penopang Perekonomian Bruto IPDRBI Perindustrian dan Perdazanaan PDRE Kabunaten 
Daerah 2 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dinas Kopemsi, Usaha Mikro, Buku Indikator 

dan Eceran Terhadap Produk Kecil dan Menengah, Ekonomi Daerah/ Buku 
Domestik Regional Bruto /PDRE) Perindustrian dan Perdazanzan PDRE Kabunaten 

3 Kontribusi Sektor Jasa Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Buku Indikator 
Terhadap Produk Domestik Regional Kecil dan Menengah, Ekonomi Daerahj Buku 
Bruto /pbRB) Perindustrian dan Perna PDRE Kabupaten 

4 Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dinas Kopemsi, Usaha Mikro, Buku Indikator 
Menengah (UMKM) daJam Kecil dan Menengah, Ekonomi Daerahj Buku 
Pembentukan Produk Domestik Perindustrian dan Perdagangan PDRB Kabupaten 
Relrional Bruto fPORE) 

5 Peningkatan Produktifitas Usaha Dinas Kopemsi, Usaha Mikro, Buku Prom Kopemsi, 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) Per Kecil dan Menengah, UMKM 
Tahun Perindustrian dan Perdaeanzan 

6 Persentase Koperasi Aktif Dinas Kopemsi, Usaha MilITo, Buku Prom Kopemsi, 
Kecil dan Menengah, UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan 



IIOSI 3 IlIJ:RmGKATKAl'I' IlfFRASTRUKTUR, 8Ul11BER DAYA UERGI DAR MITIGASI BERCARA BERTA PERGUATAR KETAHARAR PARGAR 
IlASYARAKAT YARG BERWAWASAR LJ1![GKUlIGU DAlI BERKELARJUTAR 

1 Tersedianya Prasarana dan 1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Laporan Hasil 
Sarana Transportasi Yang Kabupaten dalam Kondisi Mantap Pertambangan dan Energi Pelaksanaan Kegiatan 
Handal, Mengkoneksikan [Baik dan Sedanzl 
Seluruh Pelosok Daerah, 2 Persentase Pusat-Pusat Kegiatan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi Laporan Hasil 
Terintegrasi Dengan Upaya Pusat Produksi Di Wilayah Kabupaten dan Informatika Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Bidang Lainnya, yang dijangkau (dilalui) oleh Angkutan 
Serta Sesuai Dengan RTRW Umum 

3 Terminal Angkutan sebagai Simpul Dinas Pehubungan, Komunikasi Laporan Hasil 
Penahubuna .Jarinaan Transoortasi dan Informatika Pelaksanaan Kegiatan 

4 Prasarana dan Sarana Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi Laporan Hasil 
Laut Sesuai Kebutuhan dan Standar dan Informatika Pelaksanaan Kegiatan 
Kualitas 

5 Prasarana dan Sarana Perhubungan Dinas Pehubungan, Komunikasi Laporan Hasil 
Udara Sesuai Kebutuhan dan Standar dan Informatika Pelaksanaan Kegiatan 
Kualitas 

6 Persentase Penurunan Angka Dinas Pehubungan, Komunikasi Laporan Hasil 
Kecelakaan Transportasi dan Informatika Pelaksanaan Kegiatan 
(Persen/Tahunl 

2 Terpenuhinya Kebutuhan 1 Rasio Elektrifikasi Dinas PekeIjaan Umum, Laporan Hasil 
Sumber Daya Energi Pertambanzan dan Energi Pelaksanaan Kegiatan 
(Khususnya Listrik] Secara 2 Persentase Rumah Tangga Yang Dinas Pekerjaan Umum, Laporan Hasil 
Merata, Berkelanjutan, dan Menggunakan Penerangan Yang Pertambangan dan Energi Pelaksanaan Kegiatan 
Ramah Lingkungan Bersumber dari Energi Baru dan 

Terbarukan (Bioenergi/ 
Geothermal/Tenaga Air/Tenaga 
Ane:in/Tenae:a Surval 

3 Terwujudnya Infrastruktur 1 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Badan Penanggulangan Bencana Buku Profil Mitigasi 
untuk Mendukung Utilitas Penyelamatan dini Bencana Daemh Bencana 
PenangguIangan Bencana pada Kawasan-kasawan Resiko 
(Tsunami, Gempa, Serta Bencana 
Bencana AIam Lainnya) 



2 Tersedianya A1at dan Instrumen 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Peringatan Dini Bencana pada 
Kawasan-kasawan Resiko Bencana 

Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

Buku Prom Mitigasi 
Bencana 

3 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Badan Penanggulangan Bencana Buku Prom Mitigasi 
Utilitas Pemadam Kebakaran Daerah Bencana 

4 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Penanggulangan Bencana 
Untuk Tim Search and Rescue (SAR) 
dan Tim Reaksi Cepat (TRe), serta 
Relawan 

Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

Buku Prom Mitigasi 
Bencana 

4 Tersedianya Sumber Daya Air 
Untuk Memenuhi Kebutuhan 
Mahluk Hidup (Manusia, 
Tumbuhan, dan Hewan), Baik 

I Persentase Tersedianya Air Irigasi 
Untuk Pertanian Rakyat pada Sistem 
lrigasi yang sudah Ada Sesuai dengan 
Kewenan~annva 

Dinas PekeIjaan Umum, 
Pertambangan dan Energi 

Laporan Hasil 
PeIaksanaan Kegiatan 

pada Waktu Sekarang Maupun 2 Persentase Tersedianya Air Baku Dinas Pekerjaan Umum, Laporan Hasil 
yang akan Datang Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Pertambangan dan Energi PeIaksanaan Kegiatan 

Minimal Sehari-Hari 
5 Terpenuhinya Kebutuhan Air I Persentase Penduduk Yang Memiliki Dinas Pekerjaan Umum, Laporan Hasil 

Minum dan Sanitasi dang Akses Terhadap Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi PeIaksanaan Kegiatan 
Berkualitas, Layak, Sehat, vanz Sehat dan Arnan 
Arnan, Mencukupi Kebutuhan, 2 Cakupan Pelayanan Sanitasi Sub Dinas Pekerjaan Umum, Laporan Hasil 
Serta Berkelanjutan Sektor Air Limbah Domestik Pertambangan dan Enerai PeIaksanaan Kegiatan 

3 Persentase Penduduk Yang Memiliki Dinas PekeIjaan Umum, Laporan Hasil 
Akses Jamban Sanitasi Lavak Pertambangan dan Enerzi PeIaksanaan Keziatan 

4 Cakupan Pelayanan Sanitasi Sub Dinas PekeIjaan Umum, Laporan Hasil 
Sektor Drainase L· Pertambangan dan Energi Pelaksanaan Keaiatan 

6 Terpenuhinya Kebutuhan 
Prasarana, Sarana, dan 
Ultilitas Dasar (PSU) 
Perkantoran Pemerintahan 
Daerah Kabupaten 

I Tersedianya Prasarana, Sarana, dan 
Ultilitas Dasar (PSU) Perkantoran 
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam 
Skala Mantap 

Dinas Pekerjaan Umum, 
Pertambangan dan Energi 

Laporan Hasil 
PeIaksanaan Kegiatan 

2 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan 
Ultilitas Dasar (PSU) Perkantoran 
DPRD Kabupaten Dalam Skala 
Mantap 

Dinas PekeIjaan Umum, 
Pertambangan dan Energi 

Laporan Hasil 
PeIaksanaan Kegiatan 



7 Terwujudnya Tata Ruang 
Wilayah Sesuai Arab 
Pemanfaatan Ruang Wilayah 

1 Tersedianya lnformasi Rencana Tata 
Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten 
Beserta Rencana Rincinya Melalui 
Peta Analoa dan Peta Dizital 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

2 Persentase Pelanggaran Peraturan 
Daerah Penataan Ruang yang 
ditanzani/ditidaklaniuti 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

8 Terwujudnya Ungkungan Yang 
Indah Berseri 

1 Rasio Luas Taman dan Ruang Publik 
Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas 
Wilayah 

Badan Lingkungan Hidup, 
Kebersihan Dan Pertamanan 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

9 Terwujudnya Daya Dukung 
Infrastruktur Komunikasi Dan 
Informasi Yang Handa! Dan 
Merata 

1 Cakuparr/dangkauan Pelayanan 
Telekomunikasi dan Internet pada 
Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat 
Produksi di Wilavah Kabupaten 

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

10 Menurunnya Beban 
Pencemaran Dan Tingkat 
Kerusakan Ungkungan 

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

Badan Lingkungan Hidup, 
Kebersihan Dan Pertamanan 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

2 Cakupan Pelayanan Sanitasi Sub 
Sektor Persam...aha... 

Badan Lingkungan Hidup, 
Kebersihan Dan Pertamanan 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Keziatan 

3 Persentase Masalah Hukum 
Lingkungan Hidup Yang Ditindak 
Laniuti 

Badan Lingkungan Hidup, 
Kebersihan Dan Pertamanan 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

11181 4l11EWUJUDKAlIl' KABUPATEI'I PESISIR BARAT SItBAGAl DABRAH TUJUAN W1SATA YANG BItRPIJAK PADA KEARIll'AlI LOICAL 

1 Peningkatan Kontribusi Sektor 
Pariwisata Terhadap 
Perkonomian Daerah 

1 Jumlah Destinasi dikembangkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 

Buku Profil Pariwisata 

2 Jumlah Kunjungan Wisatawan 
Mancanegara dan Wisatawan 
Nusantara 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 

Buku Profil Pariwisata 

3 Pertumbuhan Wisatawan 
Mancanegara 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 

Buku Profil Pariwisata 

4 Pertumbuhan Wisatawan Nusantara Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 

Buku Profil Pariwisata 



MISI I) llIEJnl'IGKATKAN PELAYAJrAN UMUM KEPADA IllASYARAKAT G1JlIIA llIElfCIPTAKAN PEllIERIlfTAHAl'f YAJrGBERSIH DAJr BAlK 
lGOOD GOVERNANCE) 

1 Peningkatkan Kualitas 1 Persentase Perangkat Daerah yang Badan Perencanaan Dokumen Rencana 
Perencanaan, Penganggaran, Muatan Rencana Strategis (Renstra)- Pembangunan Daerah Strategis (Renstra) 
dan Pengawasan nya sesuai dengan Rencana Perangkat Daerah 
Pembangunan Daerah Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) 
2 Persentase Perangkat Daerah yang Badan Perencanaan Dokumen Rencana 

Muatan Rencana Strategis (Renstra)- Pemabangunan Daerah Strategis (Renstra) 
nya Sesuai dengan Rencana Tata Perangkat Daerah 
Ruang Wilayah-(RTRW) Kabupaten 

3 Tingkat Kesesuaian antara Muatan Badan Perencanaan Dokumen Rencana 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pembangunan Daerah KeIja Pemerintah 
(RKPD) dengan Rencana Daerah (RKPD) 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Daerah (RpJMD) 

4 Persentase Muatan Rencana KeIja Badan Perencanaan Dokumen Rencana 
(Renja) Perangkat Daerah yang Sesuai Pembangunan Daerah Kerja (Renja) Perangkat 
dengan Rencana Strategis (Renstra) Daerah 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) 

5 Persentase Desa/Pekon yang Muatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen Rencana 
Rencana Pembangunan Jangka dan Pemerintahan Pekon Pembangunan Jangka 
Menengah Desa(RPJMDes)-nya Sesuai Menengah Desa 
dengan Rencana Pembangunan (RPJMDes) Pekon 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten 

6 Skor Capaian Penyelenggaraan Sistem Sekretariat Daerah Laporan Hasil 
Pengendalian Intern Pemerintah ISPIP) Pelaksanaan Keziatan 

7 Persentase Penurunan Tingkat Inspektomt Laporan Hasil 
Pelanggaran disiplin PNS Pelaksanaan Keziatan 

8 Persentase Instansi Yang Menerapkan Badan Kepegawaian Daerah Dokumen SKP Pegawai 
Kebijakan Sasaran KineIja Pegawai Kabupaten 
(SKP) 



9 Terpenuhinya Kebutuhan Data Seluruh Perangkat Daerah DokumenjDataj Inform 
Statistik Dan Infonnasi Pembangunan asijDatabase 
Daerah 

2 Peningkatan Akuntabilitas 
Kinerja Birokrasi Dan 
Kapasitas Keuangan Daerah 

1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah ILKPDI 

Dinas Pendapatan Dan 
Pengelolaan Keuangan Aset 
Daerah 

LHP BPK Atas LKPD 

2 Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Laporan Hasit 
InstansiPeDlerUltah (LAJaP) Pelaksanaan Kegiatan 
Kabuoaten 

3 Rasio Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan Dan Anggaran Pendapatan 
Terhadap Total Penerimaan Daerah Pengelolaan Keuangan Aset dan Belanja Daerah 

Daerah 
3 Penyelenggaman Otonomi 

Daerah, Pemerintahan UDl= 
I Persentase Terlaksananya Kegiatan 

Keorotokolan 
Seluruh Perangkat Daerah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 
Dan Perangkat Daerah 2 Persentase Ketersediaan Sarana dan Seluruh Perangkat Daerah Laporan Hasit 
Semakin Kuat Prasarana Aparatur Sesuai Standar Pelaksanaan Kegiatan 

Kualitas Yana Balk IPersen/Tahllnl 
3 Persentase Dokumen Administmsi Seluruh Perangkat Daerah Laporan Hasil 

Perkantoran yang Dlselesaikan Tepat Pelaksanaan Kegiatan 
Waktu IPersen/Tahunl 

4 Persentase DokumenjArsip Daerah Sekretariat Daerah Laporan Hasit 
vane: dioelihara Pelaksanaan Keaiatan 

5 Persentase Rumusan Kebijakan dan Sekretariat Daerah Laporan Hasit 
Produk Hukum Penataan Wilayah Pelaksanaan Kegiatan 
Administmsi dan Penegasan Batas 
Daerah, ToponiDli, dan Pertanahan 
yang diselesaikan Secam Tepat Waktu 
dan Taat Peraturan Perundang-
Undanzan 

6 Persentase Terlaksananya Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Hasit 
Koordinasi dan Fasilitasi Urusan dan Pemerintahan Pekon Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan yang ditugas 
Pembantuankan Kepada Desa 



7 Persentase Pelaporan 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 
Oleh Pemerintah dan/utau 
Pemerintah Provinsi Yang diselesaikan 
TepatWaktu 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Lapomn DAK TP 

8 Tingkat Kemantapan KeIjasama 
Pembangunan dengan Domain 
Pemerintah Daemh, Swasta dan 
Masvarakat 

Kantor Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan 

Buku Profil Investasi 

9 Persentase Pelapomn Pelaksanaan 
KeIjasama Antar Kabupaten Kepada 
Provinsi Yang Diselesaikan Tepat 
Waktu 

Kantor Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Terhadap Pelavanan Kecamatan 

Sekretariat Daemh Lapomn Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

11 Persentase Desa dan Kelurahan yang 
Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan 
Kapasitas Pemerintahan Desa 

Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Pekon 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

12 Meningkatnya Persentase Partisipasi 
Politik Masyarakat dalam Pemilihan 
Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala 
DaerahlPilkadal 

Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

13 Persentase Peningkatan Peran dan 
Fungsi Politik Lembaga Perwakilan 
Rakvat Daerah 

Sekretariat DPRD Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

14 Persentase Organisasi Masyarakat 
(Ormas), Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), dan Organisasi 
Kelompok Pemuda (OKP) yang 
Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan 
Kapasltas Orzanisasi 

Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

Lapomn Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

15 Persentase Pemngkat Daerah 
Bermasalah yang dibatalkan 

Sekretariat Daerah Lapomn Hasil 
Pelaksanaan Keziatan 

16 Persentase Program Legislasi Daerah 
vang Terealisasi 

Sekretariat DPRD Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 



Persentase Rancangan Peraturan Laporan Hasil 
Daerah Dibahas PeIaksanaan Ke 



LAMPlRAN II : 
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR "fj TAHUN 2016 
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016-2021 

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
 
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 

KABUPATEN PESISIR BARAT
 

(KGP SURAT SESUAI NGMENKLATUR PERANGKAT DAERAHI 

KEPUTUSAlI KEPALA (...nama Perangkm: DaBrah. ••)
 
KABUPATEN PESISIR BARAT
 

NOMOR ... /2016
 
TENTANQ
 

PEDTAPAN INDIKATOR KINBRJA UTAMA (...nama Perangkat DaBrah.•.)
 
KABUPATEN PE8ISIR BARAT
 

KEPALA (...nama Perangkm: DaBrah.•.) 
KABUPATEN PESISIR BARAT 

Menlmban. : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 

... Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021, perlu 

menetapkan Indikator KineIja Utama di Lingkungan (...nama 

Perangkat Daerah. ..); dan 

b. bahwa penetapan Indikator KineIja Utama sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Kepala (...nama Perangkat Daerah. ..]. 

Menglnpt	 1. ...• 

2.... , 

3. dst ... 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 KEPUTUSAN KEPALA (...nama Perangkat Daerah. ..) KABUPATEN 
PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 
UTAMA (...nama Perangkat Daerah. ..) KABUPATEN PESISIR BARAT 

KESATU :	 Indikator Kinerja Utama (...nama Perangkat Daerah. ..) Kabupaten 
Pesisir Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 



KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh 
(...nama Perangkat Daerah: ..j Kabupaten Pesisir Barat dalam 
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja 
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun 
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja 
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) (... nama Perangkat Daerah ...j 
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021. 

Indikator KineIja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama 
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan ditetapkan dalam bentuk 
Keputusan Kepala (... nama Perangkat Daerah: ..j Kabupaten Pesisir 
Barat. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Krui 

pada tanggal 2016 

KEPALA (...nama Perangkat Daerah. ..) 
KABUPATEN PESISIRBARAT. 

(Nama Lengkap dan Tltel\ 
(Pangkat) 
(NIP....) 

IS~T. 



LAMPlRANlll: 
PERATURAN BUPATl PESISIR BARAT 
NOMO~TAHUN2016 
TENTANG lNDlKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016-2021 

FORMAT LAMPlRAN SURAT KEPUTUSAN KEPAIA PERANGKAT DAERAH
 
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KlNERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 

KABUPATEN PESISIR BARAT
 

IIIDIKATOR KIl'IERJA UTAMA (... nama Perangkat Daerah. ..) 
KABUPATElV PESISIRBARAT 

TAHUlV 2016-2021 

Nama Perangkat Daerah 

Tugas Perangkat Daerah 

Fungsi Perangkat Daerah : 1. ... 

2. '"
 

3.... dst
 

1 ... 
SASARAlV 

1 ... 
IlVDIKATOR KIl'IERJA 

BAGIAlV IBIDAlIG 
PElVAlIGGUlVG JAWAB 

SUMBERDATA 

2 '" 

3 ... 



2 ... 1 ... 

2 ... 

3 ... dst 

3 ... dst 1 ... 

2 ... 

3 ... dst 

KEPALA {...nama Perangkat Daerah. ..}
 
KABUPATER PESISIR RARAT,
 

(Rama Leogkap dlll1 Tite1) 
(Peopst) 
(RIP•.•. ) 



LAMPlRAN I: 
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR 1~TAHUN 2016 
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PESISlR BARAT TAHUN 2016-2021 

DrDIKATOR KIJfERJA UTAlIIA P1tIll1BRDrTAH DAERAB 
KABUPATIl:. PESISIR BARAT 

TAJIU1I2016-2021 

M1S1 l1111EWUJUDKAD' MASYARAKAT PESlSlR BARAT YANG RELlGnJS, CERDAS, DRAT, DAN BERAHLAK MULYA 

SASARAN DrDIKATOR KDrERJA PERANGKAT DAERAH 
PENANGGtm'G JAWAB 

SUMBERDATA 

1 Peningkatan Kualitas 
Kehidupan Beragama pada 
Semua Lanisan Masvarakat 

1 Persentase Realisasi Fasilitasi dan 
Pembinaan Keagamaan oleh 
Pemerintah Daerah 

Sekretariat Daerah Lapomn Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

2 Terwujudnya Budaya Tertib 
Hukum 

1 Penurunan Jumlah Tindak Pidana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Lapomn Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

2 Jumlah Pelanggaran Pemturan 
Daerah 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

3 Peningkatan Derajat Sumber 
Dava Manusia 

1 Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Perangkat Daerah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Keaiatan 

4 Peningkatan Derajat 
Pendidikan Masyarakat 

1 Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Buku Prom Pendidikan 

2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Dinas Pendidikan dan 
Kebudavaan 

Buku Prom Pendidikan 

3 Angka Buta Huruf Dinas Pendidikan dan 
Kebudavaan 

Buku Prom Pendidikan 

5 Peningkatan Derajat 
Kesehatan Dan Status Gizi 
Masyamkat 

1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir 
(AHHl 

Dinas Kesehatan Buku Prom Kesehatan 

2 Jumlah Kematian Bavi (Kasusl Dinas Kesehatan Buku Prom Kesehatan 
3 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 

(Kasus) 
Dinas Kesehatan Buku Profil Kesehatan 



-

2 ... 1 ... 

2 ... 

3 .. , dst 

3 ... dst 1 ... 

2 ... 

3 ... dst 
I 

KEPALA {... nama Perangkat Daerah. ..} 
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

(Nama LeDgkap claD TiteI) 
(pangkat) 
(NIP• •.•) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - --- - -- - - - -~ - - - --~--- - -- -- --- -- -- - - - - - - - - - - - - - - ~ - -- - - - - - - - - - - - -


